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Pengetahuan
tradisional
bukan sekedar
knowledge

Traditional
knowledge &
traditional cul-
tural expression

Oleh WIFO Seni tradisional
Apa itu bukan sekedar
P'Il)*EBT Bataviaasch Genootschap van ekspresi

Kunsten en Wetenschappen

Intangible

cultural Tradisional
\ / heritage bukan sekedar
Oleh UNESCO diturunkan, tapi

juga
‘. ditransmisikan

>skipun demikian kita menggunakan PTEBT
tidaknya untuk memudahkan penyebutannya.




Ketiadaan
pelindungan
hukum yang
efektif atas
PTEBT
Indonesia

PTEBT
Indonesia

PTEBT Indonesia
sebagai HKI

sebagai HKI bangsa lain

individu

Klaim HKI

Eksistensi PTEBT
Indonesia terancam

Ketidakperdulian bangsa

Generasi Pembangunan

yang hukum HKI yang
bermasalah monolitik

-~

Upaya apa yang
dapat dilakukan
oleh Indonesia,
mengingat kondis
berikut:

1. PTEBT Minim
Dokumentasi;

2. Law enforcemer
butuh data
dan informasi
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BENTUK PELINDUNGAN HUKUM PTEBT DI DUNIA INTERNASIGNAL

Bentuk perlawanan atas klaim HKI

individual atas PTEBT

Pemberian hak melalui hukum positif, baik HKI maupun Sui generis
(basis data sebagai bukti kepemilikan)

Positif mengandung

Pemanfaatan basis : )
informasi yang

data sebagai PH atas
PTEBT dilakukan

< Datanya harus

akurat, relevan,
tepat waktu, dan

dalam dua tipe: < Defensif lengkap

1. Penghalau klaim Paten atas PTEBT ; & 2. Sebagai pelestarian dan penjagaan

emanfaatannya untuk mewujudkan PH PTEBT harus diselaraskan dengan pembangunan basis data




Prakteknya di dunia internasional

Prakteknya oleh beberapa negara

Prakteknya oleh lembaga dunia di dumnia

Cina
dengan

TCM Paten
Database

T T~

Bentuk pemanfaatan
basis datanya diserahkan
pada masing-masing
negara, disesuaikan
dengan kebutuhan tujuan
PH PSA-nya.

Bentuk pemanfaatan
basis datanya untuk
memenuhi tujuan
pelestarian dan
penjagaan.




BENTUK PELINDUNGAN HUKUM PTEBT DI INDONESIA

Dilakukan dalam dua tipe pelindungan hukum:

== ==
Positif Devensif
— = = = = =
Rezim hukum HKI: Rezim hukum Mencegah Pelestarian &
Basis data PT untuk Sui generis: klaim HKI penjagaan _
' ' BPOM dengan BDOBAI
UU Paten '16 & ST RUU Pemanfaatan -
k UUHC '14
untuk UUHC KI PTEBT, PTEBT, Kemenristek & PDII-
Kebudayaan, LIPI dengan LINTRAD
Pengakuan &
Perlindungan MA DJKI
Ditjenbud

P intah
Prakteknya / e Sobat Budaya Foundation

. . dengan PDBI
di Indonesia -
Non Pemerintah — Lukman dengan

prototipe I-Grest




KELEMAHAN PELINDUNGAN HUKUM PTEBT
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kum HKI di Indonesia

51l intervensi sistem luar.
ncunya pemegang hak
s PST di Indonesia;

t of core issues dari PST
ak tersedia dalam basis
ta Indonesia.

Basis data yang ada saat ini
tidak memenuhi standar prior
art, seperti: bahasa minimal
Inggris & sistem klasifikasi.

emahan tipe ini hanya

apat menyelesaikan

gketa dalam teritorial
Indonesia saja.

Proses dokumentasi
pelestarian dan penjagaan
dalam UNESCO lama &
menimbulkan konflik
kepemilikan.
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Ketidakselarasan antara
pembangunan, pemanfaatan
& tujuan PH:

>

>

Kerancuan dalam proses
dokumentasi;
Pemanfaatan basis data
tidak mengakomodir
kekhawatiran masyarakat
adat, seperti: 1. kesulitan
audience; 2. kesulitan
mentransmisikan; 3.
kurangnya pengakuan
yang layak; 4. risiko
pemalsuan; 5. penyalah-
gunaan melalui
reproduksi atau distribusi
tanpa izin; 6. klaim KI oleh
pihak asing.

Potensi konflil
yang ditimbul
basis data di

Indonesia, ser
1. kepemilikar
penyalahguna
terkait nilai-ni
tertentu dari F
dan, 3.Basis d
sebagai medi:
untuk memud
kan terjadinya
penyalahguna
PST Indonesia




MEMBANGUN BASIS DATR AGAR DAPAT DIMANIARTEAN UNTUK

Pembangunan

A didahulukan sebagai

1egang hak atas PTEBT-nya;
lenyeragamkan penggunaan

ah dari PTEBT Indonesia.
>mbangunan dilakukan oleh satu
baga, dengan melibatkan

yarakat pengemban.

roses dokumentasi berpandu pada
umentation toolkit.
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Pemanfaatan

PN

PN

Positif Defensif Pemanfaatan lain
e = = = e
Menyediakan Menyesuaikan dengan Pengembangan
informasi yang sistem prior art Paten pemanfaatan,

menjawab list
of core issues,
sehingga dapat
digunakan
sebagai bukti

kepemilikan.

(IPC) bahkan mem-
perluasnya dalam HKI
konvensional lainnya,
spt: merek dan desain

industri, dengan
menyesuaikannya
dengan nice dan
locarno classification.

pelestarian, daz:
promosi untuk
mempertahanka
eksistensi.
Serta Bahan peneli
hingga hasilnye
digunakan untuk le
memperkuat bul
kepemilikan PTE
Indonesia.
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REKOMENDASI

Pemberian hak diutamakan kepada masyarakat adat

Membentuk lembaga nasional khusus untuk mengurusi sistem adminitrasi dari PTEBT Indonesia

Basis data yang disesuaikan dengan standar minimum dokumen pembanding

dalam pemberian HKI

Menjalin kerja sama dengan kantor KI diseluruh dunia, dalam hal memberikan akses ke basis
data bermuatan PST Indonesia melalui NDA

Menginisiasi pembentukan satuan tugas di WIPO yang khusus menangani basis data PTEBT

dunia sebagali priort art diseluruh cabang HKI konvensional, dengan jaminan kerahasiaan

Menginisiasi pembentukan lembaga manajemen kolektif terkait PTEBT di dunia
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